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ABSTRAK 

Pemerintah Kota Padang Dalamhal ini Dinas Perhubungan Telah Melaksanakan 

Mengelola Parkir Meter Berdasarkan PerdaNomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kota Padangdan PT. Mas Arya Tungal Abadi sebagai pihak kedua telah 

melakukan perjanjian pengelolaan parkir meter di Kota Padang dan Dinas Perhubungan 

sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan dan juga sebagai pengawasan parkir meter 

namun belum efektif terlaksana masih ada juru parkir yang meminta uang secara 

manual pada pengendara yang terjadi tidak efektif terlaksana dengan baik Rumusan 

masalah dari penelitian adalah : 1) Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di 

Kota Padang Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang? 2) Mengapa Retribusi Parkir 

Meter belum efektif dalam Pelaksanaanya di Kota Padang? 3) Apa Saja upaya yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Mengatasi Masalah Pengelolaan 

Retribusi Parkir Meter di Kota Padang?. Metode penelitian yang dipakai adalah Metode 

penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk 

melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerja hukum di 

lingkungan, Badan Hukum atau Badan Pemerintahan, sumber data yang digunakan 

adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data 

dikumpulkan melalui wawancara dan teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi 

kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan adalah: 

1) Pelaksanaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang oleh Dinas Perhubungan Kota 

Padang Perencanaan yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Padang, ini merupakan 

yang menjadi masalah utama dibandingkan dengan yang lain. 2) Retribusi Parkir meter 

belum efektif dan peran Dinas Perhubungan, Dimana Perencanaan di Dinas 

Perhubungan Kota Padang masih bisa dikatan sangat kurang baik. 3) Upaya yang 

dilakukan dari segi pengerakan Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas 

Perhubungan Kota Padang juga sangat berpengaruh dalam proses penerimaan retribusi 

parkir. 

Kata kunci : Pengelolaan, Dinas Perhubungan, Pungutan Retribusi Parkir Meter. 
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BAB I 

        PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa 

saat dan ditinggalkan pengemudinya, Definisi parkirini dapat kita temui dalam Pasal 1 

angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir 

secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan 

ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat 

manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan 

yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat 

diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.
1
 

Berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Pasal 108 ayat (1), yang 

menyebutkan: 

Bahwa penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut 

tarif dan pada ayat berikutnya yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban 

penyelanggara parkir di dalam ruang milik jalan adalah melengkapi fasilitas parkir, 

maka parkir meter adalah alat pengumpulan pendapatan dari tarif pajak yang dibayarkan 

pengguna jasa, yang menjadi salah satu pelengkap dari fasilitas parkir, selain rambu, 

sebagai electronik parking meter, adalah meter yang bekerja secara 

elektronik,ditepatkan pada tempat yang tidak terlalu jauh dari ruang parkir dan 

                                                             
1
Wikipedia, 2016, http://wikipedia.com/parkir, akses pada tanggal24 Maret 2017, pada pukul 

15.08 

 

http://wikipedia.com/parkir
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digunakan untuk beberapa ruang parkir sekaligus. Parkir meter adalah salah satu 

instrumen pengendalian parkir yang dioperasikan dengan teknologi intelligenttransport 

system, sebagai pendukung penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas traffic demond 

management, untuk mewujudkan lalu lintas kawasan yang terkendali, yaitu lalu lintas 

yang aman dan efesien. 

Parkir Meter disebut juga alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama 

parkir dan menerima pembayaran uang parkir.Adanya meteran parkir, pengemudi boleh 

memarkirkan kendaraan di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Meteran parkir 

umumnya dipakai pemerintah kota atau otoritas parkir di bahu jalan yang menjadi lokasi 

parkir sementara.
2
 

Meteran parkir pertama di dunia dipasang di Oklahoma City, Oklahoma, 

Amerika Serikat pada tahun 1935.Produksi besar-besaran meteran parkir model mekanis 

dimulai sejak tahun 1936 hingga diganti dengan model digital di pertengahan tahun 

1980.Model meteran parkir yang pertama merupakan mesin penerima uang logam yang 

ditambah tuas pemutar untuk menjalankan alat, panah penunjuk, dan tanda yang 

menunjukkan habisnya waktu parkir. 

Perkembangan pakir meter sampai ke Indonesia pertama di Kota Bandung pada 

tahun 2013 dan juga di Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015, danpada 

tangal 1 September 2016 pakir meter efektif berlakudi Kota Padang.
3
 

Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa 

Umum, Pasal 32 menyebutkan : 

                                                             
2
 Wikipedia, https://wikipedia.com/parkir_meter, akses pada 30 Maret 2017, pada pukul 14.06  

3
Chan, Sewell, https:id.m.wikivisually.org/wiki/Meteran_parkir, akses  pada 30 Maret 2017, 

pada pukul 14.14 

https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahu_jalan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oklahoma_City&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://id.wikipedia.org/wiki/1935
https://wikipedia.com/parkir_meter
http://www.wikivisually.com/lang-id/wiki/Meteran_parkir
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1. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pakir di jalan umum 

tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan daerah inidan pada ayat berikutnya. 

2. Pembagian kawasan padat, tidak padat, wisata dan isidentil sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota. 

Berdasarkan lampiran III Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum. menyebutkan pada untuk kawasan tempat parkir padat 

sudah ditentukan tarif parkir atau disebut juga tarif parkir Progresif, untuk Sepeda 

Motor, Bendi dan sejenisnya Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan 

Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp 90.000,- (sembilan puluh 

ribu rupiah) per bulan. Untuk jenis mobil box (roda 4), pikap dan sejenisnya Rp 3.000,- 

(tiga ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu jam 

berikutnya atau Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk satu bulan. 

Pemerintah Kota Padang menetapkan Kawasan Jalan Permindo Pasar Raya 

sebagai kawasan parkir meter untuk mewujudkan sistem perparkiran yang baik, sebagai 

bentuk pelayanan Pamerintah Kota Padang kepada masyarakat,dilaksanakan oleh pihak 

kedua PT. Mas Arya Tungal Abadi,dengan melakukan kerjasama dengan Dishub Hal ini 

dikarenakan Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan sendiri pengelolaan, karena 

kurangnya petugas juru parkir di lapangan. Kurangnya petugas juru parkir disebabkan 

karena kekurangan dana dalam pengangkatan dan pengajian terhadap petugas juru 

parkirdilapangan. Akan tetapi Dishub Kota Padang juga berperandalam melakukan 
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pembinaan dan pengawasanterhadap juru parkir.Pembinaan dan pengawasan ini 

dilakukan untuk menjamin kualitas pelayananparkir yang ada di Kota Padang. 

Dinas Perhubungan Kota Padang ditunjuk sebagai pembinaan dan pengawasan 

perpakiran di tepi jalan tersebut, dan sebagai peningkatan terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD).
4
 

Kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar hukum pelaksanaan parkir meter di Kota 

Padang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Parkir Meter. Pada bagian Lampiran III Peraturan Daerah Kota 

Padang No. 1 Tahun 2016 tersebut, menjelaskan tentang Struktur dan Besaran Tarif 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.Dalam lampiran tersebut dijelaskan 

kawasan tempat parkir di Kota Padang di bagi menjadi 4 (empat) yaitu padat, tidak 

padat, wisata dan insidentil. 

Namun ternyata penggunaan parkir meterbelum terlaksana dengan baik sejak 

diberlakukan September 2016 di tiga kawasan yaitu, sepanjang jalan permindo, jalan 

niaga dan jalan pondok. Hal ini disebabkan masih adanya pemungutan parkir secara 

manual yang dilakukan juru parkir resmi dan ada juga juru parkir liar dikawasan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dengan melihat 

keadaan parkir meter kawasan yang telah ditetapkan masih bermasalah terutama di jalan 

permindo, seperti masih adanya juru parkir yang meminta uang parkir secara manual 

pada pengendara, adanya PKL yang mengisi ruang parkir meter, hingga belum 

                                                             
4
Melda, 2016,http://padangmedia.com/sistem-parkir-meter-di-tiga-kawasan-resmi-

diberlakukan/,  akses pada tanggal 8 Maret 2017, Pukul 15.17 

http://padangmedia.com/sistem-parkir-meter-di-tiga-kawasan-resmi-diberlakukan/
http://padangmedia.com/sistem-parkir-meter-di-tiga-kawasan-resmi-diberlakukan/
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terjaminnya keamaanan kendaraan yang parkir karena maraknya kehilangan helm diatas 

kendaraan sepeda motor yang terparkir. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM 

MENGELOLA PARKIR METER DI KOTA PADANG BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan diatas maka penulis 

dapat merumuskan pokok pemasalahan yang akan dijadikan sebagai pokok kajian dan 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang Oleh Dinas 

Perhubungan Kota Padang? 

2. Bagaimanakah Efektivitas Retribusi Parkir Meter  dalam Pelaksanaannya di 

Kota Padang? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam 

Mengatasi Masalah Pengelolaan Retribusi Pakir Meter di Kota Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Meter dijalan 

Permindo Pasar raya Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. 

2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi Pelaksanaan Pengelolaan Pungutan 

Retribusi Pakir Meter Dijalan Permindo Pasar Raya Oleh Dinas Perhubungan 

Kota Padang. 
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3. Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Mengatasi 

Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Meter dijalan 

Permindo Pasar Raya Kota Padang. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

HukumSosiologis, yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori 

mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.
5
 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah penelitian melakukan secara lansung terhadap gejala-

gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik pengamatan itu di lakukan 

di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang 

khusus di adakan.
6
 Adapun data primer yang digunakan adalah wawancara 

dengan Bagian Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Padang.
7
 

b. Data sekunder yaitu yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat 

membantu menganalisis memahami
8
dari bahan-bahan perpustakaan, berupa: 

1) Bahan hukum primer 

a) Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-

undang republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

                                                             
5
Bambang sunggono, 2012,Metodologi Penelitian Hukum, cet. 12, Raja Grafindo persada, 

Jakarta, hlm. 42 
6  

7
Burhan Ashshofa, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26 

8
Ibid, 
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b) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang tata cara 

pelaksanaan kerja sama daerah. 

c) UU No.34 Tahun 2004 tentang jalan. 

d) Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah 

dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 

e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Retribusi Jasa Umum 

f) Keputusan Walikota Padang No. 227 tahun 2016 tentang satuan kerja 

perangkat daerah penanggung jawab kerja sama penyelengaraan 

pakir sistem jam-jaman mengunakan alat pakir meter. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-

buku, dan karya ilmiah yang ada kaitanya dengan permasalahan. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklipedia dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

  Studi dokumen yaitu peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian 

terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, 

media elektronik,jurnal, dan lain sebagainya. 
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b. Observasi 

  Teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan 

secara lansung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki 

baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun 

dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan. 

c.  Wawancara  

   Teknik analisis data yang di pakai adalah penyajian data kualitatif yang 

terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. 

4. Analisa Data 

Setelah data diperoleh maka penulisan akan melakukan pengelompokan 

data, diolah dan diambil simpulannya. Analisis terhadap data yang terkumpul 

dilakukan penelitian dan pengelolahan yang bersifat kualitatif yakni, dengan 

mengelompokkan data menurut aspek-aspekyang di teliti tanpa menggunakan 

stastistik.
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